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(1) Varlasl Kfl‘ di Imloncsm '

Demi pemecahan keadaan dalam pembangunan mfrastruktur yang sangat pentmg dalam L/R )
terdapat 2 (dua) cara, sebagai kelanjutan atas LIR asosiasi ataupun L!R pemermtah scperti
tclah dluralkan sebelumnya - - :

a. Jenls asosiasi yang beker]acama dengan BPN : - :

Dalam proses penyelenggaraan K/T yang ada,. BPN perlu mcngatur para pemlhk tanah ke
dalam wadah asosiasi pemilik lanah_ Asosiasi terscbut hendaknya diberdayakan sebagai -
badan hukum (berdasar peraturan pcmndallg-undqngan yang baru) agar dapat memperolch
tanah cadangan, untuk kemudian- menjualnya dan mengikatkan diri dalam suatu kontrak
: kcrjasama dengan pcrUS'ihaan konslrukm bagl pembangunan mfmslruk{ur L I
Namun dcmlklan bebcrapa h'l] benkut ini sangat perlu penjelasan secara l’lllCl .r'
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o _Gambar 4;4-2 Jt';ll.is‘Aslosia$iya_lig b_:kerjééémé dehgan BPN RS T
g A3051a51 dlrancang unluk membuat keputusan kolektlf bagl kepentmgan semua pemlllk tanah ,
- berkenaan dengan kepemlhkan tanah cadangan penjualan pembangunan infrasteuktur, dil.

- Dalam kerangka peraturan perundang-undangan yang ada, tanah ‘cadangan dapat diartikan
. sebagai tanah pemilikan bersama, yang dapat dijual secara sah berdasar kontrak antara pemilik

e, tanah perorangan dengan pembeli, sesuai ketentuan hukum perdata dan niaga yang berlaku,

= sejalan dengan kedudukan hukum perorangan masing-masing. Salah satu syarat penting bagi -
" transaksi dimaksud adalah kesepakatan dari semua pemilik tanah tanpa adanya satu
3 'pertentangan terhadap pembangunan mfrastruktur biaya pembangunan, dan penjualan tanah_ :

" cadangan. Proses tersebut sangat menyita waktu karena semua pemilik tanah salu demi satu - -

" harus diberi pemahaman yang cukup agar menyetujui, dan aklbatnya pekerjaan yang berkaitan

| '*-f.‘dengan kontrak menjadi sangat lama. - Sehubungan dengan ini, disarankan agar sualu

organisasi, seperti halnya suatu asosiasi, yang mewakili semua pemllnk tanah dan dapat

e dlpercaya secara hukum untuk membangun mfrastruklur dan menjua! tanah cadangan bagl



pcngganhan biaya atas nama scimua pemilik tanah, perlu dlbcmuk sc]ungga pckerjaan yang
panjang dan menyulltkan para pemlllk tanah dapat diperkecil secara bersesuaian, hingga
terarah pencapaian waktu yang pendek dan pelaksanaan y‘mg ef‘ s1cn atas pcmbangunan
infrastruktur dalam Kf! : '

Di antara syarat~syarat utama bagl asostasi mencakup bahwa status hukum asosiasi haruslah
sebagai badan hukum yang dlperbolehk'm melakukan berbagai kegiatan transaksi
. sebagaimana disebutkan di atas, dan asosiasi terscbut harus dikelola dan dikendalikan
" berdasar atas peraturan dan ketentuan bagi pembuatan keputusan asosiasi sebagai penjabaran
keinginan para pemilik tanah untuk pcmngkatan mfraslruklur blaya dan penjualan tanah
cadangan dan scterusnya ; L Do ‘ ,

| Dlsarankan pula agar dtcantumkan daIam AD/ART asosiasi mengenal berbagm hal yang -
mengangkut ketentuan dan sistem untuk membuat keputusan asosiasi bilamana semua pemilik -
tanah gagal mencapai kesepakatan 100% bulat bagi seluruh pemlhk tanah, bila tidak maka

proyek akan terhenti tanpa jelas kelanjutannya Tanpa adanya mekamsme pcmbuatan:

- keputusan, arcal proyek akan terbengkalal tanpa infrastruktur untuk waktu yang cukup lama
hanya discbabkan olch satu atau dua orang yang menentang proyck mcsklpun sebaglan
terbesar pemilik tanah mendambakan lingkungan yang baik dilengkapi sarana pelayanan
infrastruktur. rPerlu ditekankan _bahwa 'sumbangan tanah dari pemilik tanah dihitung hanya
- berdasarkan peningkalan' nilai tanah yang diperoleh sebagai akibat pembangunan infrasirukeur.

Dalam hal demikian, proyek Lthldaklah dapat dirampungkan tanpa 1nfrastruklur Karemnya, o

asosna51 pem;hk tanah sungguh sangat pentmg dalam penyelenggaraan KfF
: b Jems Pemerlntah bekerjasama dengan BPN ' -: AT o
- Berdasarkan undang-undang yang baru maupun ketenluan hukum yang berkaltan pemermlah B
- daerah diberdayakan untuk mcmpcrolch tanah cadangan yang timbul akibat K/T, menjualnya -
~ dan membangun infrastruktur sama halnya manakala dilaksanakan L/R oleh pemermtah

Dalam sistem ini, tanpa mufakat semua pemlllk tanah melainkan melalui musyawarah dengan o
mereka (atau wakil-wakil mereka), tanah cadangan, yang beralih kepada pemermtah sejak

berlakunya pemelakan ulang oleh BPN, dapat dijtlal sebagal penggantl blaya yang dlkeluarkan
olch pemermtah

c. LfR Jenis Perum Perumnas beker]asama dengan BPN LT o
Keterlibatan Perum Perumnas dlharapkan akan dltemukan pada dua Jems LIR seperu SR
: _dnuraakan di atas.. ' : Co : : : -

e
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* Gambar 4-4-_3 -Jenils V‘P_enie_l.'rint_ah_ be_kerjasam_ﬁ dengan BPN :

' 'f:cl Keterhbatan Perum Pcrumnas scbagal salah satu anggota asosnasn LIR pemlhk
tanah N Tanne Sy ERHIS B I :
) Perum Perumnas merencanakan unluk membangun komplek perumahan dan membch tanah
.. yang dlperlukannya Manakala Perumnas bermaksud tidak membutuhkan seluruh tanah bagi
- proyeknya maka dimintalah BPN untuk melaksanakan proyek I/R. Dengan bantuan BPN,

- Perumnas mcndorong asosiasi L/R, melalui penycbaran undangan kepada semua pemlhk :

_ tanah yang enggan menjual tanahnya BPN dan Perumnas meminta pemilik tanah untuk
membentuk asosiasi pcmlllk tanah, lalu berperan -serta di dalamnya Perumnas akan menjadl '
- salah satu anggota asosiasi. Setelah selesainya K/T, Perumnas kemudlan mcmbangun

perumahan di atas tanah yang telah dipetak ulang melalui K/T. . . : - ,
- Dalam kasus lam, Pemmnas dapat membeli tanah sedangkan BPN merancang proyek LfR '

' sehmgga Jadllah Perumnas sebagal salah satu anggola asomam dalam upaya pembangunan_r o

= perumahan. : : .
* Dalam kedua hal tersebut dl alas pekerjaan pekerjaan peiaksanaan termasuk pekerjaan'__r
- konstruks1 dan penjualan tanah cadangan dlkontrakkan kepada Perumnas oleh asosnasn

‘K.:c-l Keterllbatan Perum Perumnas sebagal badan penyelenggara maupun pemlllk tanahi;' '

Perumnas dlharapkan berperan -serta dalam L/R jenis umum sebagal badan penyelenggara
- yang memperoleh amanat dari pemermtah Sebagalmana ‘proyek ini didefinisikan sebagai

B proyek perkotaan beronentasn kepcntmgan umum maka haruslah dilaksanakan secara wajib.

: Olch sebab itu, tidak diperlukan persetujuan pEmrhk tanah bagl Pelaksanaan Proyek g
. melainkai cukup berkonsultasi dengan mereKa, - _
: Satu pola keterhbatan Perumnas dalam L/R umum terpolakan dalam Gambar 4 4 4
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Gambar4 4 4 Asos:asn Perum Pcrumnas beker]asama dengan BPN U
: (Perumnas sebagal salah satu pemlhk tanah) '

' Komplek perurmhan Perumnas blasanya d1bangun mmp kepulauan yang terplsah dari wnlayah
: pcrkotaan dan \wlayah terbuka Iamnya Namun demikian, hal terscbut menjadl penting

" manakala wilayah dan tanah- tanah yang berbatasan dengan tapak proyek Perumnas perlu

dibangun "di \wlayah perkotaan yang tcrpadu dengan \Vllayah pengembangan Perumnas
- ditinjau dari kacamata optimasi penggunaan tanah dlperkotaan yakni pandangan perencanaan )
' kota. Pcngembangan perkotaan terpadu yang demikian itu menjadl perhatian utama bagi 7'
perencanaan kota di bawah kewenangan pemerintah daerah, “di luar kemampuan Perumnas.
Infrastruktur pembangunan ini patut dwnptakan d1 luar kewenangan Perumnas deml ‘
keterpaduan wxiayah yang berdampmgan RN SR Uil
Di bawah kewcnangan pemermtah dacrah yang benanggung]awab dl bldang perencanaan kota' :
_ pemerlntah dacrah mempercayai Perumnas sebagai badan pelaksana K/T umum yang

mencakup pula ateal proyek Peruninas dan wnlayah yang bersebelahan demi keterpaduan:

: pembangunan perkotaan dan mfrastruklur

' (2) Arah penmgkatan snstem LIR di Indonesm

Berdasarkan uraian dl atas, dapat dlsnmpulkan bahwa mstem Kfl‘ yang ada perlu dltmgkatkan? .
sejalan dcngan . ¢ '

;;gmgmz[gb Yaug b_erlqkulzag;l{gsm dengan mempemmbangkan berbagal faktor benkut B




1. Agaknya memungkinkan, sedikit kesulitan dan Icbih disukai untuk mendorong
organisasi pemilik tanah dalam sistem K/T yang kini ada dan dipraktekkan.
Organisasi dapat didukung olch Bl’N yang memthkl kcmampuan dan pcngalaman
dalam kegiatan K/T. ‘

2. Adanya kemungkinan yang masuk akal dan lebih layak bagl pembenaran /R pola
pemerintah/umum dalam Kasiba, yang hendak dikembangkau olch institusi yang

~ berwenang dan minat pcmcrmtah bagi kawasan yang lebih luas di Indonesia.

3. Satu atau dua var1331 yang dipilih bagi sistem Kasiba meliputi Pembebasan Tanah
oleh Perumnas dan L/R oleh Badan Pengelola Kasiba ataukah Perumms yang
nwmnhkn kcmampuan dan pcngalmmn pcnyelenggfiraan proyek.
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Gambar 4- 4—5 Jcms Pemermtah Perum Perumnas bekerjasama dengan BPN
' (Perumnas sebagal badan pelaksana dan juga salah satu pemll:k lanah)

4 5 Rencana Pemngkatan Slstem KIT

' 4 5- 1 Struktur Dasar dan bubsnstem bagl Slstem KIT

R _Sebagalmana tersmpulkan dl atas smtem Yaﬂg dnrancang bag1 pemngkatan K/T adalah

K/T. pola asosiasi_yang dtharapkan mencakup pula pembangunan mfrash uklur melalu:

pemuhhan bmya berdasarkan pe;yualan tanah cadangan ;3 PR

| Slstem pemngkatannya dlusulkan berlandaskan snstem K/T yang dlrancang pada bagian ini, -
" Komponen fisik proyek K/T secara sedcrhana mencakup penetapan lokasi K/T, pembangunan _

- infrastruktur, dan pemelakan ulang tanah. Agar komponen fisik tersebut terlaksana sistem -

' KfT perlu tersusun atas beberapa subs;stem sepcm tertera pada Gambar 4 5 L.




_ 1. Persetujuan pemerintah dan kesepakatan pemilik tanah
2. Pengelolaan tanah (pemetakan ulang) L -
3. Sistem pembnyaan (sumbangantanah) . . .. .. oo SR
4, Sistein organisasi (sistem pembuatan keputusan)

5. Pengaturan hukum (undang-undang K/T) .

- Keabsshanhukum KT . - l . Penelapaniokasi KT | . T
N R - - 8<c c
. . —
] i . - ¥ L v . % X 8 G
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_ cadangan) | 58 2] c
Mo ﬁ sl gl e
LS AR §
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" 3_Gistem pamblayaan v
; 4. Sislem organisasi

. Gamb_ai'_d;s-l St_rﬁjklﬂr DaS:_ir dalj Subsfstém __ba:g-ifsfstérﬁ .I-’_ien&e-lehggér'aél—ﬁ K/T

4-5-2' Pefée'tuj'u'an' Pexﬁéfﬁr‘itﬁh-da’n- Kéﬁépakataﬁ iiei'trl-irlik Taﬁah

'hdak seperti halnya dalam proyek pengkavelmgan tanah tatkala masalah pertanahan akan
~ terhenti sesaat sclesamya pembelian tanah, permasalahan tanah dalam K/T akan terus
- bcrlangsung hingga rampungnya proyek. - Dalam kaitan ini, proses pelaksanaan K/T

dipandang scbagai proses koordinasi sosial terhadap pemlllk tanah. Scbagalmana tertuang X

pada Gambar 4 5-2, terhhat areal KJT rencana pembangunan KIT rencana pclaksanaan K/T

' tanah hamslah dlselujm oleh mereka dalam waklu yang beruru(an

Di lam p1hak pemermtah dltugaskan untuk memenksa proyek darl sudut pandang v
perencanaan kota; yakni kepentmgan umum, kesejahteraan sosial, lmgkungan sosual/alam B
- keabsahan hukum dan kejujuran dalam pemetakan - ulang, dil, .- Dalam banyak kasus

perselUJua.n pemlllk tanah merupakan sa!ah satu sya:at bagl perselujuan pemermtah terhadap S

~ lokasi dan rencana K/T

__ B A3051as1 pemlhk tanah yang akan dluralkan pada bagran benkutnya merupakan mekamsme'
_ hukum bagl pengambllan keputusan atas pcrsetu}uan melaim pertemuan musyawarah o




Persetiuan Pemerinlah

i i ; - Ce Perseltujuan Pemitik Tanah
Rencana Tala Ruang ] i Penelapan lokasi KIT I <
1 © 0 Hukuen KT 9{ Rencana Pembangunan KT *(ﬂr- ~{—1. Perlemgasr;s:;'lau;yawarah
_>| Rencana Pelaksanaan KT ' <
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Gambar 4 5- 2 l’crsetUJuan Pemermtah dan Kesepakatan Pcmlllk Tanah dalam waktu
: : S yang berurutan o

- PcrsetUJUan Pcmermtah S : : : el el R e :

- Sistem yang sama bagi persetujuan pemermtah seperu halnya dmsulkan pada mslem Kasnba
- (3-4-2) disarankan bagi K/T; mencakup perselujuan bagi areal K/I' dan rencana pembangunan
KT dalam Rencana Tata Ruang, rencana pelaksanaan KfI‘ dan rencana pemelakan ulang
-~ dalam peraturan K/T A : SRR L -

‘_'...‘Kesepakatan PemlllkTanah U B RPN ST T
“+ Dalam sistem K/T yang berlaku, BPN bcrlugas mengumpulkan kescpakatan para pcmlllk
- tanah satu demi satu. Pcrsetu;uan darl lebih 85% Jumlah pemmk tanah merupakan syarat _

o ‘demi pehl\sanaan proyek K/T. .

'_'Asosmﬂ yang diusulkan lentulah dlmaksudkan untuk melembagakan dan memfasnhmsn
pembuatan kepulusan yang demokratls bagl perseltljuan melalul pertemuan musyawarah

483 r.e,nge,mtamfanah'

B Pcngelolaan tanah mcnjadl baglan yang sangat pemmg bagl sistem KfF yang dlcmkan pada
- kinerjanya yang bergantung pada derajat pemngkatannya Pcngclolaan tanah dalam K/T .
- diharapkan mampu meningkatkan hasil guna dan pemanfaatan tanah mclalm pembangunan
. infrastruktur dan pemetakan-ulang. : : e -
" Tanah: pada-dasarniya- dikelola oleh pemlllk lanah mclalun asosmsn sedangkan pemermtah'- :

S : hanyalah mendukung swadaya pemlllk tanah dalam pengelolaan tanah.

" Peralatan dan sistem: pengclolaan tanah dalam Kf r harus dlscdlakan bagi amsnasn IIaI

. tersebut dluralkan berlkut O At T AP HON L PO

o pgnthdppy ‘b*;rjaas‘a; prinsi-prinp pemcikanians

o ",i-,'Mempertahankan dan mcnjaga kebcrlangsungan hak alas tanah pemanf‘aatan dan nllal tanah '

- adalah prmSIp bagl pemetakan ulang dalam K/T |




Untuk mengamankan pelaksanaan prinsip terscbut' tiga cara berikut sangat dibutuhkan '

L Peuempau metode tekms yang objeknf bagl pemncangan dan perenc'mman atas
pemetakan ulang

Pemetakan ulang harustah dirancang sccara Objekllf dan Jujur agar tcrbcntuk dasar bag;

'pencapal'm mufakat seluruh pemilik tanah atas rencana pcmctakan ulang (chcana

pcmetakan ulang disetujui oleh scbaglau besar anggota asosnasn) :

Demi tcrcapainya tujuan ini, B_PN pcr_lu l]lCllleIlluk sistcm t_eknis ﬁemétakaﬁ—ulaing yang
objekiif, yang dapat dipertanggungjawabkan dan menarik bagi pemilik tanah terhadap rencana
pemetakan-ulang, berdasarkan prinsip keterkaitan dan pcmlalan tanah scbelum dan scsudah

- proyek. - :

Kelcrkaltan dan’ pemhian tanah merupakan faklor tekms yang dnperlukan dalam 7emetakan-‘
ulaug agar teramankan upaya mempemhankan dan menjaga keberlangsungan hak atas tanah -
scpertl berlkut . : :

7 l) Prmsnp keterkaltan dalam pemetakan ulang SEERREE it D
. Prinsip keterkaitan menyatakan bahwa tanah harus dlpelak ulang se—dekat dekatnya dengan

* lokasi asal tanah. Tujuannya untuk menciptakan keterkaitan antara tanah asal dan hasil -
- petak- ulang, dalam hal lokasi, pemanfaatan dan nilai. Namun, penylmpangan tetaplah : -

- dibolchkan scsuai permiintaan pemilik tanah yang berdasarkan permintaan khususnya .
mcngharapkan agar hasil petak~ulang tanahnya berada pada areal pertaman dan maga yang L
'terplsah dan tanah asalnya - : T S N BT E

3 2) Pemctakan ulang berdasarkan pemlalan mla1 tanah G BT DN UK SOFTI R O
" Sebagai tambahan prinsip pemelakan -ulang, pemetakan-ulang haruslah dldasarkan atas n

. penilaian nilai tanah, Nilai ekonomi tanah hasil petak-ulang. dlbandmgkan dengan tanah -
“asal dan tanah hasil petak ulang lamnya mcnjadl salah satu faktor pentmg bagi pcmlhk :
tanah untuk mcmutuskan apakah akan menenma atau menolak rancangan dan rencana, -
pemetakan ulang : : : o

Sebagalm'ina dltckankan pada 4-3-2 permasalahan '1tas pemngkat'm K/T yang bertmk tolak

 bahwa teknik pemetakan-ulang berdasarkan pemlalan nitai tanah hanyalah dapat diterapkan
bila penmgka{an mfrastruktur yang sangat menentukan mla: lanah dlw_ludkan pada proyek '

Kfl'dlmaksud g AR e SRLRRE I AT P BENR

2 Pemelakan ulangsemenrara - : SR R AR LRI LA L
Pemetakan ulang sementara bersifat khas dan mempakan SIstem yang sangat mendasar daiam:
K/T dalam upaya tetap mempertahankan berlangsung terusnya pemanfaatan tanah dalam arti * -
_tanpa adanya gangguan atau penghentian - atas kegiatan sehari-hari di bldang sosial’ atau :

- ekonoml bagi pemanfaatan lanah oleh pemlllknya selama masa pembangunan mfrastruktur

" 3. Pemaknaan hukum bah wa ttmah asal akan tepat sama dengan fanah hasd petak-ulang -
. “dalam hal hak atas tanah © ¢ : gl
Mesklpun berbeda dalam hal kenampakan tanah antara aslmya dan hasﬂ petak-uiang, undang- R

- undang harus menyatakan bahwa llak atas tanah yang melekal pada lanah semula udak pemahr-‘ o

terusnya hak atas tanah yang melekat Pemlklran ini dldukung oleh rancangan petak ulangh o
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yang mempcrtahankan nilai fisik dan ckonomi scdekat-dekatnya mirip dengan talnp awal
~ proyck melalui prinsip keterkaitan dan penilaian tanah yang discbutkan di atas.
Berlangsung-terusnya hak atas tanah dijamin berdasar pengertian hukum ini dalam hak atas
tanah K/T. Hal ini sangat mendasar demi meyakinkan pemilik tanah untuk berperan-serta
dalam proyek K/T dalam kaitannya dengan keamanan kekayaan dan juga krcdltur yang
memlllkl hlpotek ahu hak {angglmgan bagi tanah ashnya . ‘

(2) Mekamsme pelaksanaan petak-ulang

Pemehkan -ulang diharapkan dapat dilaksanakan scsuai dengan rencana yang dirumuskan
secara objektif dan jujur. Mekanisme pelaksanaan pemctakan ulang dan rangkalan K/T secara
umum sepexli tertera berikut. : TE S

[1] chljakan Dasar dan Prinsip Rencana Pclaksanaan Koo : : .
Kebijakan dasar, prinsip dan metode pemetakan- ulang yang d;terapkan pada seuap proyek'

- K/T harus dlcantumkan dalam rencana pelaksanaan K/T yang disetujui olch pemerintah -

maupun a5031a51 pemilik tanah melalui pcrtemuan musyawarah Pcmetakan ulang pcrlu

N dlrancang sccam seksama sesual dengan rencana pelaksanaan PR SR

(2] Modcl rencana pemetakan-ulang dalam rencana pelaksanaan KfT : Sl

" Rencana pemetakan-ulang harus memperoleh kesepakatan dari para pemlhk tanah dan

' persetu;uan pemeriniah (BPN atau Penmerintah daerah) Dalam L/R di Jepang suatu

rencana pemetakan-ulang dirumuskan untuk kemudian dlsa_jlkan kepada pemlllk tanah -

~ demi memperoleh kcsepakatan mereka pada bagian akhir masa pelaksanaan. - Hal ini

. berarti bahwa pemilik tanah harus membuat keputusan terhadap rencana pelaksanaan Kff

.. dalam kesepakatan tanpa mengetahul terlebih dahulu tanah mercka yang terpetak-ulang. ==
.- Dalam praktek K/Tsaat ini, BPN menyampalkan rencana peimbangunan, tennasuk-

. rencana pemetakan~u|ang, demi mendapatkan kesepakatan dari pemlllk tanah atas proyek -

g Kfl"dlmaksud atau peran -serta dalam proyek ' o Ten '

. chcana pemetakan-ulang dapat dlbuat berdasar atas rencana pembangunan (penggunaan B |

. tanah dan infrastruktur) karena, mlal tanah dan tiap-tiap bldang bertautan dengan rencana - -

: pembangunan Setiap kali rencana pcmbangunan berubah, secara bersesuaian rencana
pemelakan-ulang juga harus berubah, Maka rencana pembangunan K/T haruslah pada

~ awalnya memperoleh persetujuan pemermtah agar ada kepasllan hukum yang selan_lulnya

dnkutl dengan rencana pcmetakan ulang - B S

L Karena rencana pemctakan-ulang berpengaruh langsung terhadap hak dan mlal harta -

... masyarakat, rencana tersebut tidak dapat dirampungkan sebelum sclcsamya konstruksi

~ .+ infrastruktur meskipun penyelesalan ini -masih dapat bembah selama masa pelaksanaan
.:-tergantung pada keadaan: alam dan sosnal atas tapak proyek Dengan perumbangan ini,

1'3_;.1.'rencana pemetakan-ulang tidak - dapat disampaikan  sebelum _ terselesaikannya S o
S pc:mbangunan infrastruktur. -Apabila rencana pemetakan-ulang menjadi satu syarat bagi .

:i_;fpemlllk tanah untuk mcnyetlljll% proyek K/T, maka adanya perubahan yang tak dapat-
'+ dihindari dalam 1 rencana pemetakan-ulang akan merupakan pelanggaran atas kcsepakatan L
o '__pemlilk tanah dengan asosiasi.. - - : Co L = bt

Namun demlklan kebljakan dasar dan prmsnp dalam perancangan dan rencana _
B pemetakan ulang pada rencana pelaksanaan K/T tidaklah cukup bagi pemilik tanah untuk
mcyakmkan mereka agar menvetmm proyek Kf r khususnya d1 negara sedang berkembang. S




Dengan mempertimbangkan keadaan yang saling bertolak-belakang dalam pemetakan- .
ulang, (apakah harus disampaikan sebelum pelaksanaan proyek demi persetujuan pemilik
<. tanah ataukah disampaikan setelah pembangunan infrastruktur demi kecermatan dalam -
- pemetakan-ulang), - suatu model rencana pemetakan-ulang perlu  diusulkan untuk
disertakan dalam rencana pelaksanaan K/T agar memperoleh persetujuan pemilik tanah -
~ dengan syarat bahwa model terscbut akan dlsesualkan sejalan dcngan pemb'mgunan
infi rastruklur yang senyatanya. : : : : :

: 4-.5-4. Sistem Pendahaé_n
(1) Allran Kas dalam pola KIT

PCII‘llllk tanah )ang akan tcrpcngaruh dengan pclaksanaan K/T dlharapkan agar
mcnyumbangkan sebagian dari tanah mereka unfuk dlgunakan sebagal tanah bagi infrastruktur
- dan juga untuk pembiayaan pembangunan mfrastruklur Karena pcmbangunan infrastruktur
~ dimulai sebetum selcsamya penjualan tanah cadangan, “badan pengelola K/T perlu
mengumpulkan dana melalui perbankan,  Demi tujuan ini maka diperlukan bentuk badan :
- hukum'bagi badan pengelola tersebut, misalnya koperasi. Jadwa! pembayaran atas pinjaman
_bank layaklah dikaitkan dengan jadwal yang dlrancang bagl penjualan ianah cadangan
Gambar 4 5- 3 menun_]ukkan allran kas dalam K/T. SN

- ; (2) Pola Pemblayaan yang dlperlukan bagl KIT

Dlharapkan bahwa asosiasi pemlhk {anah melaksanakan Kfl‘ Untuk mengumpulkan dana
bagi pelaksanaan K/T, asosiasi pemilik tanah haruslah bcrbentuk badan hukum, mlsa]nya 3
. koperasi, - Di Indonesia, Departemen Koperasi mempunyai kewenangan untuk menetapkan -
syarat-syaral bagi pendirian koperasxl) Berdasar ketentuan' Departeren KoperaSI, tujuan -
utama koperasi adalah peningkatan kescjahteraan anggota. Dengan demikian suatu asosiasi

~ pemilik tanah dalam K/T dapat dlberlkan status koperasi bila sebanyak lebih dari 20 orang

pemilik tanah bergabung dalam koperasi.” Pota pendanaan berlkut ini akan dlperlukan bagi -
koperasn pemlhk tanah untuk melaksanakan KfF SRR o Ll ST

- a Kredlt Pemermtah bagl Koperasu -

. Dcparlemen Koperasi saat ini mengelola 17 pola kredll bag1 koperasn yang dlsedlakan melalun ) o
bank komersial.” Pola fersebut agaknya bcrupa skala kecil, dan bertujuan untuk mendukung :

~ kegiatan usaha koperaSI yang dimaksudkan agar bcrlangsung dalam jangka wak(u yang lama.
_ Dalam kaitan ini, asosiasi pemilik tanah saja tidaklah memenuhl syarat bagi pola kredit -
© tersebut karena asosiasi akan dibubarkan sctelah selcsamya K/T. ‘Pola kredit yang bara patut
. dlkembangkan oleh pemermtah untuk merangsang penyelenggaraan K/T oleh asosiasi-pemilik
- tanah. Saat-ini ada beberapa jenis K/T yang dilaksanakan oleh atau dengan dukungan Badan

Pertanahan Nasional. Salah satunya yang layak dlperhallkan yakni‘K/T yang dlperkenalkan_ o

‘oleh: pcngembang perumahan atau kelompok perofangan yang membeli tanah dari pemilik =~ .

- aslinya. Kegiatan mereka tidak Jauh berbeda dengan cara pembangunan real-estat biasa. ‘Pola -~
kredit pemerintah yang baru dibentuk tidaklah perlu ditcrapkan pada jenis keglatan i yang L

: tldak mengarah kepada penmgkatan kesej ahteraan bagl masyarakat setempat

1" Kelentuan hukuﬁ_l bagi péﬁdiriaﬁ koﬁerési diatur dlel’)'-Debartéméﬁ 'Kéh_ak-ihié'n”:ﬁ;{' e e
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’ Ga'm'bar 4-5~3 Aiiraﬁ Kas' o

b. PmJaman Bank Komcrsml N - ' '
' Dlperklrakan bahwa kredit pemermtah yang akan dlperkcnalk'm terscbut ‘tidaklah cukup
memadai unfuk memenuhi semua kebutuhan dalam K/T. © Ketika asosiasi pemlhk tanah
' mcmperoleh status scbagat kopcrasn maka bank komersnal akan menganggapnya sebagai
layaknya satuan usaha seperti halnya pengembang perumahan swasla, dai karcnany’t pinjaman
bank komcrsml blasa dapat dlperuntukkan b'ig; asosiasi dlmaksud Naniun, asosiasi pemilik
~ tanah akan nwnghad'ipl pemlas'llahan yang sama sebagalmana juga yang dihadapi
' pengcmbang swasta, yaifu ketersediaan pmjaman Jangka-pamang Meskipun pergullran.

_ pinjaman jangka -pendek ° telah l‘llCll_]adl : mctodc pcmblayaan konvensional, ~dalam -
E pcmbangumn perumahan masihlah mungkin bank komcrsml tiba- uba mcngubah kebijakan
- pergulirannya manakala muncul kesulitan keuangan yang amat sangat menimpa bank. Oleh

- sebab itu, pola pembmyaan Jangka~panjang sepem fasﬂihs agumm sekunder (hhat baglan 3 4-

o 5), harusIah d:bentuk dan d;terapkan bagl K!T

_41-5-'5. "S.isrtér'n'Pcn‘éii'rég‘é:hi'sasién -
(1) Orgamsam men)cluruh bagl proyekl{ﬂ‘

Dalam lshlah b, pelaku utama Kfl _|ems 15031?.81 mcncakup pemermtah daerah yang
* mempunyai hak dan kewajlban dalam pembangunan perkotaan dan infrastruktur scrla asosnam
- pemilik tanah yang memegang hak dan kewajiban atas kekayaan tanahnya. -

L - Walau dcmlklan perhallan khusus harus dlarahkan pada hak dan kewajiban | Bada.n Pertanahan L‘

o : Nasional serla kemampuannya untuk me]aksanakan dan mengembangkan proyek KfT scbagai
bcnkut , . - D _ o _

oL hak dan kcwajlban BPN dalam pendal‘taran tanah '

2. hak BPN dalam pengelolaan tanah g

IR B pcngetahuan teknis dan prakns BPN dalam K/T
o 4. kcmampuan mo'mhsam BPN B

1) Hak BPN dalam pengelolaan tanah o

" Di samping. pendaﬂaran tanah, BPN dllugaskan dalam pcngelolaan tanah tcrmasuk
pcngelolaan penggunaan tanah dl seluruh w1layah negara Mcsklpun penggunaan tanah

s



~lazinnya dikendalikan melalui rencana tata ruang, pcmanfaatmf tanah perorangan akan
diteliti berdasarkan atas per_timbangan lingkungan sosial/alam, keabsahan, dil oleh BPN.

2) Hak dan kcwajlban BPN dalam pcndaftalan tanah '
“Tidak seperti halnya di Jepang yang seluruh hak atas tanah telah terdaftar dan
teradministrasi dengan baik oleh pemerintah, hak atas tanah di Indonesia didasarkan atas
* hukum adat dan belumlah seluruhnya terdaftar, kebanyak’m yang dlkuasal oleh masyarakat.
Di sinilah letak pentingnya kcterllbatan BPN dalam proyek K/T karena pendaﬂaran tanah
dlkeloh oleh BPN.

3) Pengetahuan teknis dan praktls BN dalam K/T _ '
BPN berpengalaman datam pelaksanaan proyek K/T pada lebih dari 200 lokasn sclama 17
tahun terakhir ini. Inilah satu-satunya badan yang sarat dengan pengalaman teknis dan
~ praklis yang terkumpul selama masa yang cukup panjang di Indonesia. - Pemanfaatan
terbaik haruslah dlarahkan bagi pengalaman teknis dan praktis BPN yang telah nyata
tersebut dengan pcngcmbangannya yang bersungguh sungguh dem} penerapan proyek KfT :
bagl pembangunan perkotaan dan lmgkungan - : -

 ?74) Kemampuan mob:lnsam BPN . : >
- Keberhasilan proyek- proyek K/T pada dasamya lerganlung dan dua faktor, yakm dasar_\

_--hukum yang memperkuat pada pcnyelenggaraan dan kemampuan mobilisasi. Dalaml :

rkcnyaiaannya, sedemlklan banyak sumber daya manu31a yang harus dnnoblllsasn secara
:resml maupun tidak resml dalam pemblcaraan dan mengajak para pemlhk tanah agar
~ menerima dan berperan serta dalam proyek Kf I d1 Jepang, tanpa memaksakan cara cara _' .
" wajib dlterapkan o "

" BPN telah berhasil memperkaya Sumber Daya Manusm yang mumpum dan tersebar dalam o '_
y _]umlah bcsar dengan pengetahuan icknis dan praktls dalam pengclolaan tanah dan j Juga KIT. s
Mereka le]ah dibekali dengan keterampllan dalam bldang kehumasan dengan pemlhk tanah. L

| . BPN juga memiliki organisasi lokal berikut jaringannya yang dldukung oleh personel yang :
. berpengalam'm serta terampil di seluruh pelosok negara. :
. ‘Seballknya berbeda dengan kelebihan-kelebihan pada pihak BPN sebagarmana terural di

- atas, pemerintah daerah yang bertanggung—Jawab dalam pembangunan pe;kotaan sangatlah o

sedikit kcsmpannya datam pengelolaan tanah masalah-masatah penguasaan tanah dan -
~demikian pula dalam penyclenggaraan K/T. = Asosiasi sebagai badan pelaksana K/T
* tidaklah dapat banyak dlharapkan datam kemampuan operasmna] tekms dan pendanaan_r
R bagl proyek K_/T karena masnh pada tahap yang amat dml ‘ N

' Dengan perumbangan keadaan di atas agaknya BPN hamsnya sangat berperan besar dalam"-
pengcmbanganK/le seluruh pelosok wrlayah negara R - S
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S o  Dukungan kT .

Badan Pertanahan Nasional (BPN)}
sebagal Promotor/Penggagas/Penasehat Teknis/Koordinator

* Gambar 4-5-4 Organisasi menyeluruh bagi'penyelénggaraan' KfI" asosiasi

' BPN harus mendorong upaya ‘menuju pembenlukan organisasi penyelenggara yang
- menyeluruh bagl K/T asostasi di bawah pemerintah daerah sebagalmana tertera pada Gambar
4-5-4. Demi tujuan tersebut BPN perlu bertindak sebagal pcndorong (promotor), penggagas'_
(inisiator), penasehat teknis, ataupun koordinator bagi asosiasi K/T. Keseluruhan organisasi
yang diusulkan di atas merupakan’ proscdur BPN dalam mempcrkcnalkan proyek K/T di’
seluruh tanah-air, termasuk pula memperkuat organisasi pemerintah daerah dan asosiasi,
transfer tcknologi dan dukungan pendanaan.  Keseluruhan organisasi K/T tersebut sccara
gans-besar dapat diuraikan seperti berlkut ini. A S

S 1 MM@MLdesulkau untuk menyusun keglatan terpadu d1 antara mstanm
. yang berkaitan dalam pekerjaan rencana pembangunan, penggunaan tanah, 1nfrastruklur '
" penguasaan tanah, perpajakan, skim pendanaan, dil. -Tim ini bertugas membantu asosmsn :

dalam pelaksanaan proyek. Selanjutnya, koordinasi ini haruslah dibangkitkan oleh asosiast -

' secara mandiri dalam pcnyclcnggaraan masa dcpan Struktur orgamsam bagl hm dlpcrklrakan
sepcm tertera pada Gambar4 5- 5 T T

Ketua c

& BupaWaﬂkqla
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Kepa'a Kanlor Pernat2an

Sekretaris Lo Lo
Kasi Pengatuwian Penguasaan Tanah el e

. Ke!ua Badan Perencaan Pembangunan Daerah

R - Kepela Dinas PekerjaanUmum -

.« 0 {7 KepolaDimasTataota - *:i.
i Kepala Dings Pengairen - 1 ©
.- Ketua Komite/KoperasiAsosiast . .

"

" Gambar 4-5-5 Tim Koordinasi Organisasi K/T




2. Bagian K/T pada Betmmllm_daemh_@dmsulkan agar dibentuk sebagal Saluan lugas

{Satgas) guna pcnyelcnggarfian kegiatan administrasi umum dalam kaitannya dengan
pelaksanaan K/1. Bagian ini harus dikembangkan lebih lanjut menjadi badan pelaksana K/T

pemerintah.  Oleh karena itu, BPN haruslah mencanangkan pembenlukan baglan ini demi

transfer teknologl dari pcmermtah pusat ke pemennhh daemh.

3. AMMLKZLN@&HMLL@EM dlusulkan pembenlukannya sebagal pusat pcndadaran
K/T secara nasional dalam hal informasi teknis dan praktis di bidang K/T di samping
membantu proyek K/T di seluruh pclosok t'mah -air. Pusat K/T mendukung para ahll atau
tckmsl bagi asosiasi K/T. : : :

4 BI Aﬂ (E) petlu mcmperkual fungsi orgamsasn bagl promasl blmbmgan teknis dan praktls
serla koordinasi sehmgga secara bcrdaya-guna dapat mcmb‘mtu asosiasi Kfl‘ dan pemerintah
daerah. '

S AMMLBQ,UIJLEG_ML(AJ bcrtugas membuat kepulusan atas rencana pcngembangan KIT '
~rencana pelaksanaan dan rencana pcmctakan ulang serta kegiatan pelaksanaan proyek K/T.

Agaknya perlu bagi pcrsonel BPN mcngambll peran dalam kegiatan pelaksanaan balk di
bawah maupun bagl aSOSlaSI karcna lcmahny'i kemampuan penyelenggaraan mcreka i

: (2) Orgénisas_i bé--gi.As-osi-a.si KT
_ 1) Struktur Orgamsam

: Asosnass KIT terdm 'llas badan pcmbuat keputusan dan kantor pelaksana sebagalmana lertera :
-padaGambar456 ' . SR ‘ s L _

" Pola dasar bag; asosiasi d'ipat dnpcrtelakan scbagal benkut :":'. o

1. Semua pemlhk tanah diwajibkan menjadi anggota asosiasi berdasar mekamsme pembuatan »

keputusan seperfi bufir-butir yang tercantum pada kelcnluan melalm pertemuan :
musyawarah para pemitik tanah. ‘
2. Dewan dircktur melaksanakan proyek K/t dengan memanfaatkan kantor pclaksana sesual -
dengan keputusan yang dlambll dalam pcrtemuan musyawarah B

’ Badan Pembuaichulusan o . : Kan!orPclaksana

Hal-hal yang diputuskan melalm Pemungulan N R :diperbantukan dari '
I. Perubahan AD/ART - - N - RN idiperbantukan dari .
2. Perubahan Rencana Pelaksa_naan IR - —>]Sekretanal Y I {Asosiasi K/T Nasional, }
3. Pinjaman dancicilan ~ ° . o o oo} ‘ IBPN, dIL. : :
4. Pendapatan dan pembetanjaan .. . —>ﬁ)agtan Akunung I o o
5. Pembagian pembelanjaan -~ .- PR
6. luran dan pengumputannya . o " g —E’IBaglan Konslruk51 : I )
7. Pemictakan-ulang sementara -~ . . . L}{ ) 'Pekeqaan yangdl sub-
8. Rencana pemelakan ulang o Baglan Pemetakan'u an * tkontrakkan kepada -

9. ) . . i o S

Penjuatan {anah cadangan
10. Pemilihan direkiur -~
1. Lain-lain -

Cons N

:pengembang pyrusaha_én
‘konstruksi, BPN, dil. -
[ R DT

<-'-_--—-

Pelaksanaan pekerjaan o!eh asonaﬂ

Gambar 4 5 6 Orgamsam Bagl AsOsnasi KfI‘ B

s



3. Untuk meringankan beban bagi asosiaéi hal-hal berikut layak dipcrtimb'angkan
a. Para tenaga ahliftcknisi ang mcmbanlu berasal dan asosiasi K/T nasional, dan BPN,
b. l’claksanaan pekcr_;fmn dllakuk'm dalam benluk kontrak dengan pengcmbang hnah
cadangan pcrusahaan konstmksn dan BPN, pcmermhh daerah, dll Lo

2) Penilaién atas Orgéllisasi Pelaksana

1. Panifia Pemlhk'l‘anah - : S : -
* Panitian dibentuk berdasar pernmfakatan pcmlhk tanah dan bukanlah berdasar peraluran

" perundang-undangan. - Praktek-praktck pcnyclenbgaraan K/T saat ini lebih mempercayai

. "--3 Pengembang Swasta

Panitia tersebut dengan segala kelebihan dan kekurangan yang menyertainya. - Pelaksanaan -
proyek lebih tergantung pada inisiatif pibadi ketua panitia. . Karena bukan berupa badan
hukum, maka tidak dapat melakukan usaha pembangunan infrastruktur. - Oleh sebab itu
_ disarankan agar asosiasi K/T dlbentuk me}alm pengembangan dan mempcrkuat secara hukum
atas Pam[la yangada o ' S - T N PR T S

-'Keleblhan i N o K.'e"kdra‘n.gja'n.

- Pcmbcnlukanny*\ mud'ih hnpa proscdur . bukan badan hukum
. yang birokrat - NIRRT :
- lentur, bcrdasar kebnluhan TR cro- Kesepakqtan SIdang unluk mufakat
- lmSl’ltlf ku'nt dan kelua (kckuatan khu- - hak dan kewajlban,tldak secara tetap ;
sus dalam kemampuan ‘mempe- ngamhl . dinyatakan (tidak aman manakala -
. bukannya berdasar pengela—huan dan TS pérsclisihan'me'ningkat) -
kelcrampllan) : R

- lldak berlandaskan pcngetahuan d'm
_ ketcrampllan ' -

2 Koperas: :

~ Institusi ini merupakan badan hukum bcrdasar Undang undang Nomor 25 Talnm 1992

" Dalam hal kegiatan pembangunan tamh dan infrastruktur, koperam dlharapkan menjadl badan
s pelaksana K/T karena statusnya sebagai badan hukum. Namun, K/T mcmbutuhkan beberapa
persyaratan, antara lam tujuan dan Jangka waklu pendirlan orgamsasn e

Peﬂgembang swasla menja{d‘l calon badan pe]aksana K/T sepanjang proyek Kf]‘ dapat
' dilaksanakan’ berdasar kontrak yang mafidiri dalam pcngembangan tanah antara pengcmbang

dan’ pemlllk tanah chuanya dapat: menyepakah dan’ menyusun kontrak dalam ‘rencana

~ - infrasteoktur; ° rencana pemetakan—ulang termasuk sumbangan tanah, Pengcmbang swasta' '

T 'mengembangkan tanah metcka sesvai dengan kesepakatan yang dicapai; _
" Namun demikian, hal tersebut tidak dapat secara umum dan: luas diterapkan karena un{uk, '
e mcmpcrolch kesepakatan 100% Jumlah pemilik tanah bagi kontrak tersébut pada tapak proyck
... sangat jarang terjadi, schmgga sangat kecil berdaya guna sebagai sistem _pelaksanaan
= pembangunan perkotaan Untuk menangam keadaan demlklan, kekuasaan pemaksaan pcrlu_

L “:‘dzterapkan terhadap beberapa plhak yang lldak setuju agar mencapm kesepakatan dcngan‘c




pengembang swasta walau di luar persoalan. : :

Ini berarti bahwa kckuasaan pemaksaan yang dltcrapkan bag; para penentang sedemikian
penting sehingga sualu sistem pembangunan perkotaan dapat diterapkan sccara umum dan
fuas. Kekuasaan pemaksaan terscbut tidak diberikan kepada pengembang swasta.

Terlebih lagi, tidak ada sumber pengumpulan keuntungan pada K/T, yang merupakan
kepentingan dan menarik bagi pengembang swasta karena K/T tidak mencakup pula jual-beli
tanah. Meskipun demikian, pengembang swasta dapat dmndang scbagal pembeli atau
pengembang atas tanah cadangan

4. Asosiasi Pcmlllk Tanah scbagai badan hukum S
Tiga faktor utama scbagaimana tercantum pada Gambar 4-5-7 perlu dlperhmbangkan dalam
pembentukan badan pelaksana K/T, yakni: kewajiban-kepentingan umum, keanggolaan
pemilik tanah, dan badan hukum. Pamtm/koperasdpengembang swasta tidaklah pantas dinilai
berdasar tiga faktor tersebut.  Olch sebab itu, organisasi yang inovatif pexlu dikembangkan
agar terpenuhi syarat-syarat asosiasi pemilik tanah sebagai suatu badan hukum NN
Proyek K/T secara khas didefinisikan SCb’lgal pengembangan perkolaan secara umum yang
dipercayakan kepada pemlllk tanah. - - Asosiasi pemlllk tanah dlberdayakan unfuk
' melaksanakan pekerjaan umum (mfr'\slruktur dan pengaiuran kembali pcrtanahan) atas nama
pemermlah Peraturan K/T dimaksudkan sebagal sarana pcmbentukan Jems orgamsasa yang
baru ini sepcru dlbahas dalam keglat'm benkut 1m ;

" Tujuan R }_,I Keperﬂnganmumwajibdandn!abé J o

" Badan Pelaksana K7 - S . S 2 -
- ——bl ' Keanggolaan pemiik tanah j IR

" Pelaksanaan ’— RIS S LT coen

o| - Badannukum: mampudaam .
¥l pembangunan tanah dan Infrastruktur

' Gambﬁr '4_-5.-7‘ Tlga _Syérat Béﬂéﬁ Peiaksan_é KH‘ )

4-5-6- Pe'n'i'ltaan hukurﬁ bagi [')ere"sm'ial’i a'.s"o's'l:a;s'i‘m. N

: Palut dicatat bahwa d1 antara dua unsur utama pclaksanaan KII‘ yakm pemetakan-ulang lanah '

~dan pembangunan infrastruktur, maka unsur perlama telah ditaksanakan dalam kegiatan K/T' '
yang dlpraktckkan di Indonesia. Keglatan pemctakan -ulang sangat memungkmkan dalam R
- peraturan perundang—undangan yang berlaku, walau masnh memerlukan penyempurnaan R
‘Karenanya, sebagaimana dinyatakan pada bab sebelumnya stud1 int ditujukan bagi unsur -
 terakhir, yaitu pembangunan infrastrukiur dalam proyek K/T, yang ‘memerlukan penmgkatan L

. unsur pertama (snstem pemetakan ulang) berdasa:kan perbalkan mfrastmktur :

‘Suatu penataan hukum sangatlah pentmg deml rcsmmya pembangunan mfraslruklur oleh.
" asosmsx[(l’i e R S : L : e

_ "Demx keamanan pemhentukannya kcberlangsungannya keglatan dan kemaml:man asosmsh?' S
' hal hai benkut sangat perlu dltmjau dan aspek keabsahannya L % -




Pembentukan
Asosiasi K/T berdasar
aturan mayoritas .

Keanggotaan

Semua pemilik tanah

menjadi anggota asosiasi
CRIT '

~ Pengelolaan

* - Keputusan dibuat berdasar

" aturan mayoritas di antara

-5 anggola

asosiasi Keputusan

. mcmpunyal pengaruh hukum= -

Kedudukan Hukum
. Asosiasi K/T merupakan
- badan hukum

o Kep-emi:likan

* Asosiasi K/T memiliki hak

- atas tanah cadangan, untuk
: menjualnya

Pemilik tanah dapat membeniuk asosiasi KfT berdasar aturan mayornas
di antara mereka pada tapak proyck

Ketika asosiasi lerbérilhk, semua pemilik tanah menjadi anggotanya
(tidak dapat berhenti meskipun pemilik tanah berubah) :

_ Keputusan asosiasi dibuat berdasar aturan mayoritas di antara anggola

(Pertemuan Musyawarah)

. Kepulusan asostasi mempunyél kekua!an hukum unluk dilaksanakan

_ Asos;aﬂ mempunyal hak dan kcwajnban sebagai badan hukum untuk |

melaksanakan pembangunan pertanahan dan infrastruktur.  (Dapat
melakukan kontrak dalam pemmjaman dana, konstruksi, penjualan

tanah cadangan dll)

Pemlhkan atas tanah cadangan dalam rencana pemetakan ulang ada_ .
pada asosiasi untuk duualnya :

-3 4- 6 Slstem KIT dalam Reformasx Pemermtahan

7"_4 6 1 Reformasn pemenntahan yang sedang berlangsung dan pemngkatannya dalamr

pengelolaan pcrkotaan dan pertanahan S

' Sepem tertera pada studl Kasnba reforma51 pcmcrmtahan dan pcmngkatannya dalam'.
pcngelolaan perkotaan dan pertanahan sedang teqadl (Tabel 3-5-2). K/T tidak puta terbebas'
~ dari gerakan reformasi terscbut, bahkan semakin baik berperan-serta sehmgga dapat _

: mendukung dan mcmperkual reformaSl pemermlah khususnya llberallsaSl dan desentrahsam _

di bldang pertanahan

ot




Tabel 4-6-1 Reformasi Pemerintahan utama dalam Pengelolaan Perkotaan/Pertanahan

Pertanahan Nasional

Dep ancmf:nl Undang—undang Permasalahan Utama dalam Reformasi Pemerintahan saat ini
Kementerian oo o
Kantor Menteri Negara | UU No. 5/1960 (UUPA) 1. Interpretasi Ulang “lzin Lokasi®, dan dilimpahkan ke
Agraria/ Badan Pemerintah daerah ' -

2. Perubahan (rancangan) dalam .pengel.olaan ' téhah

perkotaan” dan klasifikasi seksama bagl hak atas Ianah
1. UU K/T (persiapan) '

Kantor Menperkim UU No. 4/1992 tentang

Perumahan dan Permukiman

1. PP (rancangai) tcnlang Kas1ba dan l,ls:ba yang berdm
* sendiri

Kepartemen Dalam
Negeri

UU No. 24/1992 tentang *
Penataan Ruang

L. PP (1996-97) tenlang Rencana Tata Ruang Nasmna! dan
- hak dan kewajiban partisipasi masyarakal :

2. PP (rancangan) tentang Rencana Tata Ruang di wnlayah
perkotaan/peidesaan-“lzin Pemanfaatan Ruang™® -

3. PP (rancangan) tentang Penggunaan Tanah, Skala Pela

" dan Wilayah Tertentu. - <

UU No, 22/1999 tentang - | 1. PP (rancangan) tentang “Admsmstrasu dan Pengelolaan
Pemerintahan Daerah -: | - Kawasan Perkotaan”
: o 2. PP (rancangan) tentang  “Wilayah Otonla" Olontas

Coe el ' : Pemenintah dacrahyang  efektif -
UU No. 25/1999 tentang ' : :
Perimbangan Kevangan
anlara Pemerintah Pusat

Departemen
Keuangan .. % -

dan Dacrah

_ Empat permasalahan bcrlkut ini dalam réfonilési pcﬁik:riﬁtahaﬁ ":(-:ukup. -pcnling" bagi
' 'pengembangan}(fl‘ C o SRR s
. 1 Penghargaan yang leblh terhadap hak atas tanah rakvat--- hberahsasn pertanahan -
_ Scbag'nmana dibahas dalam 3-5-3 studi Kasiba, “lidak ada hak - atas tanah, mlsalnya hak
. peinbelian tanah bagi kekayaan orang lain diberikan kepada pemegang Izin Lokasi” dipandang

- sebagai pertanda deregulasi atau hberailsast kekuasaan pemermtah terhadap pemilik tanah.

I1al ini sungguh mendorong ke arah semakin dlhargamya hak atas kckayaan pemlllk tanah
“yang di lain pihak makin mempersuht pembehan tanah bagl perbalkan perkotaan ‘dan

- lingkungan, baik olch pcmermlah maupun swasta. Kini tibalah saatnya di tengah-tengah masa .- o

" reformasi pemerintahan bagi K/T, scbaga1 pengganti pembelian tanah, untik dlperkenalkan'
bagi perbaikan perkotaan dan lingkungan. K/T tidak aken mehnggar hak kekayaan pen‘nllk

tanah, bahkan yang melalui paksaan, karena tetap berlangsung atau dlpertahankannya hak atas - .

tanah y‘mg dljamm melalm 51stem pemetakan ulang

B 2 Pembcrdayaan masyarakat ---- Peran serta masyarakat berdasarkan atas hak dan L

" kewajiban pemilik tanah - .
Salah satu tujuan utama UU Nomor 22/1999 tentang Pemermtahan Daerah dan leblh khusus o
~ lagi Adminisirasi dan Pengelolaan Kawasan Perkotaan adalah’ “pemberdayaan ‘masyarakat”..

agar terwujud kebijakan desentralisasi, K/T dimaksudkan untuk mendorong swadaya pcmlhk_‘ o

tanah demi perbaikan lmgkungan mereka dengan memberdayakan masyarakat melalui peran- B
serta masyarakat.  K/T mampu membentuk dasar/mekanlsme lekms dan praktls bagl SR
' admmlslras: dan pengeloiaan kawasan perkolaan '

3 Pendekatan Pembangunan Kawasan Perkotaan - NP
_ Pcndckatan Pcmbangunan Kawasan Perkotaan terpadu yang dltunjukkan dalam konsep




pengelolaan kawasan perkotaan merupakan salah satu pokok kebijakan desentralisasi yang
tertuang dalam UU Nomor 22/1999 tentang Pemecrintahan Daerah. K/T dapat dijadikan
sebagai sistem pembangunan yang cfektif bagi infrastrukiur perkotaan untuk mendukung
konsep terscbut melalui pembiayaan swadana, yang secara relatif dapat mcrmgankan beban
keuangan pcmcrmtah daerah bagi pcrbalk'm infrastruktur.

4. Peningkatan perencanaan kota

Salah satu syarat dasar demi perwujudan kcl)l_lakan desentralisasi adalah 1ncnmgkalny1
kemampuan pemerintah dacrah, khususnya dalam hal perencanaan kota, yang merupakan
salah satu tugas pokok pemermtah daerah. K/T dapat dimanfaatkan untuk mempertinggi
kemampuan pelaksanaan perencanaan kota olch pemerintah dacrah hingga mencapai lebih
* dari 60% keseluruhan kawasan perkolaan di Jepang dibangun melalui K/T.

Dapat disimpulkan bahwa kebijakan dcsmtrahsam diarahkan bagi penguatan dan peningkatan
perencanaan kota dan sistem bangumn bagl pemerintah daerah (usulan peningkatan oleh
~ Departemen Pekerjaan Umum dan Departcmcn Dalam Ncgerl misalnya), yang memeriukan

'dlpcrkenalkannya sistem K/T. - : :

462 Slstcm K/T dalam Slstematlsas1 Pclencanaan Kota dan Pembangunan di
' Indoncs:a S

Sebagatmana tampak bahwa KfF dap'il sejalan tldak hanya dalam la_|u gerakan reformam
pemerintahan, tetapi juga sangat mengarahkan dan nwn]awab tantangan demi terwujudnya

- maksud dan tujuan yang dlcanangkan dalam kebijakan desentralisasi, Berbagai jalan dan cara

. -'_'Ascnanllasa dlupayakan agar K/T dapat lebih dimanfaatkan sccara bcrsungguh sungguh dan ‘
_ '__bcrdaya guna bagl pcrbalkan perkolaan dan lmgkungan dl sualu dacrah o

: Scbagalmana dmyatakan pada bab Ka31ba, hamslah ada kcterpaduan dengan perhalkan sistem
' perencanaan tata ruang, lebih sirategis lagi dcngan snstcm pengelolaan pembangunan p
: perkotaan sepertl dlusulkan pada Gambar 4 6 l :

o Kfl dapat dlgunakan sebagal sarana pembangunanfpelaksanaan snstem pcngelolaan pcrkotaan
dalam upaya penyediaan mfras{ruklur Disarankan pula hendaknya Kfl" duadlkan sistem

or pelaksanaan dasar bagl pen1b1ngunan Kasnba R

. Sclam pembangunan kawasan perkotaan baru sepertl dlbahas tersebut dl atas perhatlan" :

haruslah diberikan pada masalah masalah pcrkotaan pcntmg lamnya yang mungkin dihadapi kS

o pemermtah dacrah di ‘aftaranya peimekaran perkotaan yang tak terafur ditandai dengan
pembangunan gedung sendiri-sendiri tanpa dilengkapi mfrastruklur yang "memadai dan
lmgkungan yang buruk pada pinggiran kawasan terbangun yang ada.” K/T akan menjadi
S sistem pembangunan terbaik yang dlterapkan pada kawasan yang baru mulai mengarah ke

perkolaan dengan poten51 pembangunan yang (mggn _]Ika tldak akan tcryldl kawasan kumuh -

. yang terus mcrcbak
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* Gambar 4-6-1 K/T dalam Peren_ca_riaan Kota dan Peﬁrbanguﬁan Terpadil di Indonesia

4-7 Pedorrran bagi. Pra)rek K/T dan ?etuhjuk Ta.ta Car{a Kerja' Prakti_s

| I mgkup ker_}a bagl studi ini (halaman 5) menyatakan hal hal berrkut ini.

C Transfer Teknologl SRR
1. - Penyiapan atas Pedoman Proyek K/T -
2 Penyiapan atas Petunjuk Tata Cara Kerja Prakns

3. lransfer Teknologl melalur lokakar_ya/semmar T

Perlu drtekankan bahwa lmuan darr penyrapan pedoman dan pemnjuk terscbut adaIah transfer
teknologi dalam bidang K/I' scbagai sistem pembangunan perkotaan dan infrastruktur.
Pedoman dan petunjuk drrancang untuk menyedrakan bahan bagl transfer teknologl sebagal B
upaya menjawab R S : : -

Untuk mencapai peran yang sangat dlharapkan dan tugas KIT sebagannana drcanangkan
dalam proses reformasi pemerintahan, -, :
Pedoman bagi proyek Kasiba: Apakah seharusnya Proyek KIT 1lu‘? . '
Petunjuk bagr Tata Cara Kerja Praktrs Apakah seharusnya I‘ ata Cara Kerja pelaksanaan
Kf]'ltu? ' . RV . L S S ;

Pemermtah lndonesra meresmlkan pekerjaan nyata bagr pengembangan dan pelembagaan”"
- sistem K/T schingga dapat dicapai tujuan dalam perbaikan perkotaan dan lmgkungan daerah_'._ o
~ yang dimaksud. Sebagaimana diuraikan pada bagian-bagian sebelumnya, K/T yang dicirikan

oleh “penghargaan hak atas tanah” “peran-serla masyarakat dan pemberdayaan

“pembiayaan swadaya”, dan lain-lain merupakan hal terbaik dalam menjawab tantangan S

pembangunan perkotaan dan masyarakat sejalan dengan keyakinan reformasi pemermlah :

desentralisasi, liberalisasi dan demokratisasi. Diyakini bahwa peningkatan dan inovasi K/T E

sangatlah penlmg berkartan dengan tmggmya harapan terhadap KI‘T di Indonesra H_al ini

o




berarti bahwa K/T yang ada besetia prakick penyelenggaraannya haruslah segera ditingkatkan
hingga suatu tahap baru K/T di Indonesia, yang mcmbuluhkan sistem hukum yang baru
(Undang-undang K/T) dan juga sistem praktis yang baru.

Dalam keadaan demikian, berbagai pedoman dan petunjuk dlpersmpkan untuk dlpergunakan
sebagai lll_]llkﬁl] bagi pemerintah Indonesia dalam peningkatan dan pengembangan sistem
peraturan dan praktek K/T. Demi alasan ini patutlah dicatat bahwa bcbcrapa pedoman dan -
petunjuk yang dlSlapkan dalam studi ini bukanlah hal-hal yang harus segera digunakan bagi
pelaksanaan proyek berdasarkan atas sistem K/T yang ada saat ini (sccara hukum dan praktis).
Akan tetapi diharapkan bahwasanya sistem K/T yang baru akan disusun dapat mcmungkmkan
' pedoman dan petunjuk tersebut terlaksana secara operasmnai dan bermanfaat

4-7-1 Pedoman bagi Proyek K/T

(1) Pendahuluan :
_ (Latar belakang) e :
- Proyck Konsolidasi Tanah (Kfl‘) di Indoncsm telah dlterapkan sccara luas di scluruh tanah-air
“sejak  1980. Proyek—proyck K/T terscbut pada umumnya dllaksanakan dalam upaya
: 'pengaluran penguasaan tanah dan pcngelolaan penggunaan tanah bukannya pcmngkatan '
“infrastruktur. '
Mesklpun sebagnan bcsar proyek Kfl‘ perkotaan yang tclah dilaksanakan be]umlah‘f
" memberikan sumbangan yang cukup besar terhadap perbalkan lmgkungan perkotaan melalui
* pembangunan infrastruktur, dlharapkan bahwa uRsUL-unsur ut'ima yang diperlukan bagi sistem -
* pembangunan kawasan perkotaan yang naju telah tersusun Terlebih lagi, proyek K/T di
~ Indonesia akan sccara cepat memngkat ke arah cara-cara yang leblh berdaya guna bagl '
~ pembangunan perkolaan dan memperkualnya tahap demi tahap. . "
- Demi kemajuan lebih lanjut atas proyek K/T dan sumbangan yang lebih balk bagl masyarakat '

~di masa mendatang, pola proyek K/T perlu diperbaiki ke arah aspck-aspek yang berkenaan

dengan perencanaan kota yang menycluruh dan pencapalan pembangunan perkotaan telpadu '
seperti halnya proyek “land readjustment d1 Jepang.

* Dalaim kaitan ini, dlpcrlukan bagi semua pihak yang perdull untuk tctap teguh pada _

'-pemahaman atas proyek K/T sebagai kebijakan utama. = Hal- hal tcrsebut terangkum dan

e dlusulkan sebagal pedoman bagl proyek KfI‘

' (Pokok plluran) o : e o ,
y Pedoman dasar membenlfan arah utama bagl penyelenggaraan proyek sesuai dcngan konsep
-~ dasar proyek K/T il sendm ‘dengan mengikuti ketentuan hukum scbagalmana tercamum g

- - dalam peraturan perundang undangan K/T yang akan disiapkan pada tahap yang ‘akan datang,
S Pedoman dasar tersebut dlpergunakan untuk meningkatkan sistem K/T di Indonesia termasuk
pula 31stcm hukum, sastem promosi dan pemlk:ran pendukung bagi pemerlntah daerah, sclain

._ ) perumusan perencanaan dan pelaksanaan proyek K/T datam tahap pengenalan atau percobaan
- Karena pedoman tersebut hanya dapat menyedlakan pola atau contoh dlperlukan perbalkan o

o - dalam masa prakteknya di lapangan selama pelaksanaan proyek K/T. - L
Sementara itu, tata cara praktis bagi perencanaan K/T dan pelaksanaan proyck secara nyata R
i dipertelakan, terplsah darl pedoman ml, dalam benluk “T ata Cara Kcrja Pelaksanaan Proyek__ S




o S) Tata cara yang 1mbang

(2) Konsep Dasqr Proy ek KIT bagl Pembangunan Pcrkotaan -

Karcna proyck K/T secara almm haruslah mencirikan pola yang bcrbcda dlbandmg cara cara
lain schingga lebih berdaya-guna dalam mcwu_]udkan pembangunan kawasan perkotaan yang'
- menyeluruh sccara terpadu, tentulah sangal nyata bedanya dlbandmgkan dengan mctode
pembangunan lain semisal sistem pembebasan tanah. Karcnanya, seluruh peserta yang
berkaitan dengan proyek K/T harus senantiasa berpegang pada ciri-ciri tersebut, yaknl

1) Pembangunan perkotaan yang mcnyclumh dan luas

2) Metode pemetakan-ulang tanpa pembebasan tanah

3) Pembagian yang adil atas keuntungan dan biaya pcmbangunan

4) Mempertahankan penguasaan tanah

5) Tata cara yang imbang

6) Peran-serta para pcmilik tanah

- 1) Pembangunan perkotaan yang men) elur uh dan luas
- Berbeda dengan pembangunan infrastruktur satu demi satu seperti Jahn dan taman, proyek
K/T dimaksudkan bagi pembangunan fasilitas umum dan petak bangunan secara tcrpadu“
sejalan_dengan penggunaan tanah yang tercncana dan dalam desainnya. Pembangunan
kawasan yang menycluruh akan mampu menghasﬂkan penmgkatan yang nyata bagl
lingkungan perkotaan o
Terlebih lagi proyek Kfl dapal dllerapkan tidak hanya pada pembangunan kawasan -
perumahan perkotaan sayx akan letapi juga pada pembangunan komplek mdusm dan pUS‘Il
_ dlSll‘lbl.lSl barang serta peremajaan kawasan pusat kota >y

2) Me(ode pemetakan ulang tanpa pembebasan tanah ' o ,
Sistem pcmctakan ulang merupakan teknik yang tak dapat dlplsahkan dalam proyek KIT !m_ .
~ adalah mctodc dalam pcnataan kembah hak tanah ash ke dalam lokasi baru pada kawasan“ i

: proyck sesual dengan rencana pemetakan ulang, sementara penguasaan lanah lelap .

dlpcnahank'm scpanjang ymgka waklu pclaksqnaan proyck : B

: 3) Pcmbagaan yang adil atas kcuntungan dan biaya pembangunan e '
° Manakala infrastrukiur terbangun melalui proyek K/T, nilai penggunaan 1anah akan= _
' menmgk‘tt sehmgga mengangkat pula harga tanah dan karcnanya melambungkan mlal _
kekayaan para pemilik tanah. : :
Proyek K/T pada dasarnya merupakan proyek swadana Blaya bag; proyek I(/’l‘ haruslah
' dltanggung secara adil oleh semua pemilik tanah yang memperoleh kcuntungan atas hasil

. pembangunan sebagai akibat peningkatan nilai kekayazm/tanah Tanah yang dlsumbangkanf S
oleh pemilik ftanah dlpergunakan unluk fasﬂms umum maupun tanah cadangan (tanah S

pengganu blaya)

4) Mcmpeﬂahankan penguasaan tanah - " S % L
Penguasaan tanah oleh pemilik tanah tetap d!pertahankan dan dn_;amm sepanjang pelaksanaan i
proyek K/T. OIeh sebab itu, KfF mencakup keunlungan nyata dalam’ mempcrtahankan. o
masyarakat yang ada dan keglatan ekonomdsosnalnya, blla dlbandmgkan dengan metode"- '

' pembebasan tanah yang umum dliakukan . : )

- Suatu prinsip proyek K/T hamslah dilaksanakan dengan cara Jujur dan adll bagl pcmcrmtahi
" maupun pennhk tanah sejak saat penyiapannya hingga penyelesaian ‘akhir. © Maka, perlu

) dibentuk suatu sistem yang rnemungkmkan para pemshk tanah mendapat peluang untuk_ S



mcnyatakan pcndapatnya pada sctlap tahap pelaksanaan proyck

6) Per an-scrta para pemlllk tanah :

Proyek K/T dilaksanakan olch badan pclaksana deng’m pqnlslpam pemlllk tanah. Dalam hal
“jenis K/T asosiasi, pemilik tanah berperan-serta dalam pelaksanaan proyck melalui tahap
* pertemuan musyawarah, sedangkan hal-hal yang berkaitan dengan proyek dlhksanakan oleh

pemerintah daerah akan dibahas dalam sidang dewan pcrqutlan ' -
~ Proyek-proyck K/T yang dllaksanakan berdasarkan atas konsep tersebut dl alas mampu
mcnumbuhkan berbagal pcngaruh dan kcuntungan sepertl hal- hal berlkut ini,

' Emgmjlmhadammgna_l _

1. Perbaikan lingkungan hidup

2. Peningkatan nilai tanah
3. Serhﬁkam atau perlmdungan hak atas tanah

'_ Egn-'g- a[:nh' ‘b:a'gri :' '1'5.2' 5'.'chlllcllt'l.nt'ahﬂn. PR
BN Pembangunan fasilitas umum | °
* 2. Pengurangan investasi publik

.. 3. Kejelasan hak atas tanah

4. Penmgkatan pendapalan dan pajak buml dan bangunan S

n Masyarakal setempat dapat dlpertahankan sepem semu}a tanpa pcmbchan tanah
- seluruhnya. - s o . . -

- 2) Pemilik tanah dapat salmg and:l dalam hal blaya dan kcunlungan pcmbangunan secara adll. Fo

3) Penggunaan tanah yang berhasil-guna dapat dicapai dengan petak bangunan yang
. berbentuk teratur dllengkapl akses yang memadai, : K
4) Sarana dan prasarana umum tersedla secara terpadu mlsalnya Jalan taman air ber31h dan'
' : saluran pembuangan ‘f. N T RPN T SO ST ‘

',(3) PedomanbaglProyekKﬂ‘ L i R
'_ 'Pedoman bagl proyek K!T dlrangkum dalam volumc terplsah dengan garls b\,sarnya sepem
i tersajl berlkutlm : R T T ST S :
: -_Mcsklpun pelaksanaan paoyck KJT saat ml dl Indonesn masth dahm tahqp perkembangan
"V'Ldengan sistemn peralutan yang belum lengkap secara khusus bagi pelaksanaan proyek, -

o pcdoman ini dapat dlpergunakan bagi perbalkan sistem K/T yang ada, termasuk sistem .
perundang—undangan dan promosi serta pemlklran pendukung bagl pcmcnntah dacrah dl o

. sampmg berbaga; tahap pelaksanaan proyek

1. Pcdoman Perencanaan (Apakah kebuakan dasar proyek KfI‘?)

1.Proyek K/T didefinisikan sebagal sa!ah satu yang sangat pentmg bagl proyek pcmbangumn
pcrkotaan dan lmgkungan s

2 Proyek K/T dilaksanakan berdasar atas 31stem dan pcndekatan perencanaan kota, yang

_ secara gamblang mcnyatakan konsep, (ujuan, dan rencana dalam konteks Rencana I‘ata

Ruang yang telah dltctapkan olch pemermlah d'lcrah




2.Pedoman Organisasi (Ol'ganisasi apa yang dipcrlukan bagi pelaksanaan KIT") L

1. Proyck K/T dilaksanakan dengan berorientasi pada kepentingan umum dan organisasi nit-
laba yang dikendalikan oleh pedoman admlms{raSI dcml pcrlmdungan kcpcntmgan umum

dan juga kepentmg’m pemilik tanah. SRR

2.Terdapat dua jenis proyek K/T; yakni ]BIlIS pemcrmtah dan jenis asosiasi pcmlllk tanah
Jenis yang pertama (pemerintah) lebih menckankan pada kcpentmgan umum  demi
perbaikan perkotaan dan infrastrukiur secara keseluruhan yang mcnjadl tanggung-Jawab
pemerintah dacrah, sedangkan jenis kedua (asosiasi) lebih memenlmgkan pada persmlan
bersama para pemilik tanah bagi perbalkan lingkungan sekitar mereka.

3.Proyck K/T dilaksanakan melalui koordinasi dan kerjaS'lma antara pemermtah daerah dan
~pemilik tanah berdasarkan atas hak-hak dan kewajiban yang bersesuaian. Keseluruhan
organisasi bagi pelaksanaan K/T bekerja dalam meckanisme koordinasi di antara mereka
Asosiasi K/T dibentuk  scbagai l'mggapan atas kemauan para pemlhk tanah deml
pembcrdayaan mercka untuk melaksanak'm proyck KT dalam hal _|ems asosiasi.” -

3 Pcdoman Pengelolaan Pertanahan (Bagalmana mcngclola penguasaan tanah')) Gl

1. Tanah dikelola secara ﬁsnk hukum dan keuangan mela]m snstem pcmetakan ulang dalam
proyek K/T. - PR :
2.Pemetakan- ulang dlmaksudkan sebagal wahana bagl perubahan petak tanah asal sebclum
proyek K/T mcnjadn persnl tanah baru yang dikembangkan setelah proyek KIT sejalan
“dengan tiga prinsip: berlangsung terusnya hak/kegunaan/nilai tanah, pembagian yang adil
atas biaya dan keuntungan di antara para pemlllk tanah dan pemuhhan blaya dengan
keunlungan pembangunan L :

3.Pemetakan-ulang dlrancang dan dllaksanakan dengan menerapkan tekmk pemctakan-u1ang

ﬁ31k dan hukum y’mg dlbcmuk/dlsepakatl oleh asosiasi,

4 Pednman Admlmstram

1.Pelaksanaan proyek K/T lerkendall deml perhndungan kepenlmgan umum maupun
kepemmgan para pemilik tanah hmgga tercapal kcselmbangan di antaranya T

2.Untuk mencapai tujuan dlmaksud pemerintah dan asosiasi K/T masing- masmg menyclujul
proyek demi keabsahan secara hukum yang ditindak-lanjuti olch pelaksanaan hukum secara
 bersesuaian dalam tahap pelaksanaan proyek yang mcncakup 1) tahap permulaan 2) lahap
pc]aksanaan dan 3) tahap penyclesaian akhir.

3. Pcrsetu_]uan dlcapal melalui prosedur admlmslrahf yang dlbentuk sesual dengan keadaan

sctcmpat yang berbeda bed'i

5. Pedoman Keuangan

lel harus dllaksanakan .berdasar snstem swadana yang dldukung dengan SUbSldl |
. pemerintah. S

2 Pemermlah daerah perlu membantu asosiasi KII‘ dalam pemupukan modal awal

' 6 Pcdoman ngkungan

1. Perbaikan lingkungan mempakan tUJuan yang sangat mendasar bag1 proyek KfT

2. Proyek Kfl periu chtehh sesuat dengan prosedur pengkajlan dampak ]mgkungan




 4-7-2 Prosedur dan Tata Cara Kerja Praktis

(i) I’roscdur Pclaksanaan

Meskipun proyek K/T memlllkl alur altermllf yang berbeda dalam prosedur pelaksanaannya
sesuai keadaan proyek setempat dan waktu, prosedur dasar jenis proyek K/ 'lsosmsn termasuk
kegiatan utama, seb'lg*umana diusulkan pada Gambar 4 -71-1.

(2) Prosedur dan Tata Cara Kerja Praktls

: Sejalan dengan prosedur pclaksanaan yang disusun, '] ata Cara Kerja yang bcrkenaan dengan
~bagaimana mempersiapkan dan melaksanakan proyek K/T dmsulkan dan dlrangkum dalam
volume yang terplsah
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